SALINAN |

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Menimbang

Mengingat

DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat {4), Pasal
7 ayat (D), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembarain
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Iindonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar Lembaren
Negara Republik Indonesia Nomioir 5587) sebagaimana
telaly beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua



Menetapkan :

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679},

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6219),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA
CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnyva
disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan
oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakatl
dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga vang
selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama vang
dilakukan olehh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam
rangka penyelenggaraan uruvsan pemerintahan vang
menjadi  kewenangan Daerah, untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan
pelayanan publik.

Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan

Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih



0.

10.

11.

12.

Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah
dan penyediaan layanan publik vang lebih efisien jika
dikelola bersama.

Urusan Pemerintahan adalah kckuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yvang pelaksanaannya
dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Pemetaan adalah penvusunan data potensi mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan vyang
menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi.
Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah kabupaten/kota
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemermiahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
Kabupaten/Kota.,

Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupaii dan Wali Kota.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyvelenggaraan Urusarn
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat
Daerah vang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama
Wajib vang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah
lain.

Kesepakatan Bersama adalah dokumen keria sama
antara Daerah dengan Daersh lain dan/atau Dacrah
dengan Pihak Ketiga, yvang berisi kesepakatan yang isinva

hersifat umiim.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Perjanjian Kerja Sama vang selanjutnya disingkat PKS
adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan
Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang
memuat hak dan kewajiban.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yvang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otcnom.

Tim Koordirasi Kerja Sama Daerah vyang selanjutnya
disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala
Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam
menyiapkan kerja sama Daerah.

Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang
berbadan hukum, sesuai dengan ketenfuan peraturan
rerundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan,
baik yang berbadan hukum macpun tidak berbadan
hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sipergl Pervencanaan dan Pslaksanaan Pembangunan
yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran
dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  untuk  memastikan  bahwa
perencanaan dan pelaksanaan pambangunan  sesuad
dengan ketentuan peraturan penindang-undangar.
Dokumen Kesepakatan Sinergl yang se:lanjlut::'zya disebut
NmzaKesépakatan adalah Dokumen yang berisi substanst
pokek berupa tugas dan 'tangg':_mgiéwab Pemerintah
Pusar dan Pernerintan Daerah yang bersifat mengikat.
Menter: adalah Menteri yang menvelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.



A

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.

KSDD;

KSDPK;

Naskah Kerja Sama,;

Kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan

Dukungan Program Pemerintéh Pusat dan Pemerintah

Daerah.

BAE II
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Urum

Pasal 3

KSDD terdiri atas:

a. Kerja Sama Wajib; dan

b. Kerja Sama Sukarela.

Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah
kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu
wilayah Provinsi;

p. kerja sama daerah kabupaten/kota dengen daerah
kabupaten, kota lain yang berbatasan di Provinsi yang
berbeda;

c. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi
lain yang berbatasan; dan

d. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan
déngan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi.

Kerja Sama Sukarcla sebagaimana dimaksud pada ayat

(11 nuruf b berupa kerja sama yang di]aksanakan oleh 2

{dua) atau lebih Daeralh vang berbatasan atau ridak

berbatasan untuk penyelenggaraan Urusarn

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun

dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan



{n

G-

dengan bekerja sama.

Bagian Kedua

Objek Kerjasama

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri

atas.

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar, meliputi:

£ W

[l

0.

pendidikan;

kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang;
perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
ketenteraman, ketertiban umunﬁ, dan pelindungan
masyarakat; dan

soslal.

. Urusan Pemerintahan Wajib vang tidak berkaitan

denigan Pelayanan Dasar, meliputi:

1
E

2.

Lo

A

(o) 3]

o~

10.
11
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.

tenaga kerja;

pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
pangan;

pertariahan;

lingkungan hidup;

administrasi kependudukan dan pencatatan sigil:
nemberdayvaan masyarakat dan Desa,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
perhuburngan;

korunikasi dan informatika;

koperasi, usaha kecil, dan menengaly;
penanaman modal;

kepemudaan dan olah raga;

statistik;

persandian;

kebudavaan,

perpustakaarn: dan

Kearsipan.



(2)

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;

pariwisata;

pertanian;

kehutanan;

energl dan sumber daya mineral;

AL A o

perdagangan,;

7. perindustrian; dan

8. transmigrasi.
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mewwujudkan kesejahteraan masyarakat dan

percepatan permnenuhan pelayanan publik.

Bagian Ketiga

identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 5
Daerah vyang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat {1} huruf a
melakukan Identifikasi dan Pemetaan  Urusan
Pemerintahan yang akan dikerjasamakan bherdasarkan
potensi dan karakteristik Daerah.
Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan vyang
akan dikeriasamakan sebagaimana dimaksud pada avat
(1} dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang
membidangt kerja sama bersama dengan Perangkat
Daerah yang membidangi perencanzan.
[dentifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintaban yang
akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dibuat dalamn daftar rencana Program dan Kegiatan
unitle  setiap Urusan  Pemerintahan  yang akan
dikerjasamakan per tahun, sesual dengan:
a. jangka wektu kerja same; dan
b. szala  prioritas  vang  ditentukan  berdasarkan

perencanaan KSDD.
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I
.
L

Daftar rencana Progran.‘u dan Kegiatan untuk setiap

Urtusan Pemerintahan yang akan dikerjasamalkan

sebagaimana dimaksud pada avat (3) dibahas oleh

Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam:

a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah
provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang
dikoordinasikan oléh Perangkat Daerah  yang
membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat
Daerah yang membidangi kerja sama di provinsi,
untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

b. forum musyawarah perencanaan pembangunan
nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional
yvang difasilitasi oleh Kementerian untuk KSDD yang
dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah
provinsi  dan  daerah  kabupaten/kota  dalam
wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota. dari provinsi yang berbeda, dan
antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang
berbeda.

Dalam hal rencana KSDD sebagairmana dimaksud pada

ayat (4) kuruf b belum dibahas dalam forum musyawarah

1

perencanaan  pembangunan nasional atau  koordinas.
teknis  di  tingkat nasional vang difasilitasi  oleh
kementerien, pembahasan mengenai rencana kerja sama
dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan Daerah Provinsi vang memprakarsai
K3DD.

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan vang
telah disepakati untuk dikeljas-;évmakan sebagaimaha
dimaksud pada ayat {4), dituangkan dalam Berite Acara

dar: ditandatangani oleh Kepala Daersah.



Bagian Keempat

Tahapan Kerja Sama

rasal 6

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melaiui tahapan:

a.

o

lur T e}

kS

——

persiapan;

penawaran;

penvusunan Kesepakatan Bersama;
penandatanganan Kesepakatan Bersama;
persetujuan DPRD;

penyusunan PKS;

penandatanganan PKS;

pelaksanaan,;

pt:"natausahaan; dan

pelaporan.

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD
dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan
dengan bidang KSDD.
Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:
a. latar belakang;

maksud dan tujuarn;
c. lokasi KSDD;
d. ruéng lingkup;
e. jangka waktu;
[,  manfaat;
g. anealisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang

yang dikerjasamakan; dan
h. pembiayaan,
Perangkat Daerah pemrakarsa K3SDD menvampaikan
kerangka acvan keria sebagaimana dimaksud pada aya:
(<}, kepada TKKSD.
TKESD melalukan penglajian atau telaaban rerhadap
usulan rencana KSDID sebagaimana dimaksud pada ayat

(2}, dengan pertimbangan:



{3)

(5)

a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana
strategis sektor terkait;

b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah;

keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;

a o

kelayakan biaya dan manfaatnva; dan

e. dampak terhadap permbangunszn Dacrah.

Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat {4} disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah
Pemrakarsa KSDD.

Pasal 8
Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurut
b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan sural
penawaran rencana KSDID yvang diprakarsai oleh Dacrah.
Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan
disampaikan kepada Kepala Daerah calocn mitra KSDD,
dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat
penawaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (2],
memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu
paling lama 30 f{tiga puluh) har terhitung sejak surat
penawaran diterima, |
Apabila dalam wakta 3G (tiga puluh) hari sejak surat
]jenawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tidak
ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang
disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa erja sama
menyampaikan permintaan tanggapan keduz kepadza
Kepala Daerah calon mitra KSDID.
Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) havi sejak
permintaan tanggapan kedua sebagaimarna dimaksiid
pada ayat (4] Kepala Deerah calon mitra tetap tidak
mermnberikan tanggapan maka:
a. Gubernur perarakarsa kerja sama melaporkan kepada

Menler; dan



(2)

(1)

b. Bupati/Wali Kota pemrakarsa kerja sama melaporkan
.kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditindaklanjuti oleh Menteri dan Gubernur untuk
memerintahkan Kepala Daerah calon mitra memberikan
tanggapan penawaran kerja sama; dan

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai
bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama

Wajib.

Pasal 9

Penvusunan  Kesepakatan  Bersama = sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c¢ dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah Pemrakarse KSDD dalam hal
penawaran KSDD diterima. |

Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana
dimaksud pada avat (1) disampaikan kepada TKKSD,
untuk selanjutnva dibahas bersama-sama dengan
melibatkan pihak terkait. |
Jangka weaktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5
(lima} tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan

para pihak.

Pasal 10

Rancarngan Kesepakatan Bersama KSDD yang teiah
disepakati bersama oleh para pihak, selanjutﬁya
dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayvat {13
dilakukan oleh Kepala Daerahl pemrakarsa dan Kepala
DBaerah mitra KSDD.

Jumiah penandatanganan dokumen ash schagaimana
dimaksud pada avai (2} dibuatl rangkap sssual dengan
jumizh  para pihak yang melakukan Kesepakatan
Bf:rse:u’.na ditambah | (satu) eksemplari"otﬂkopi dokumen
naskah KSDD untuk Buo atau Bagian vang membidang:

kerja saraa selaku Sekretanat TKKSD.,



(1)

(1)
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Pasal 11

Dalam h.al rencana KSDOD:

a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau

b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran

pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan,

Penyelenggaraan KSDD memerlukan Persetujuan DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

difasilitasi oleh Perangkat Daerah vang membidangi kerja

sama.

Pasal 12

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 dilakukan melalui tahapan:

€L,

Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan
persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD discrtai
dengan Kesepakatan Bersama vang telah

ditandatangani dan rancangan PKS;

. Pimpinan DPRD menjawab suraf permohonan Kepala

Daerah paling lama 1S (lima hbelas! hari sejak suiat
diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi

DPRD yang membidangi kerja sarna daerah;

. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Kepala

Daerah disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;

. Kepala Daerah menindaklanjuti surat pimpinan DPRD

atas hasil) kajian rancangan PKS paling lama 1% {tima
belas) hari dan menvampaikan kembali kepada

pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;

. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama

15 {Iima belas} hari seiak diterima surat dari Kepala
Daerah; dan

Dalam hal jangka waktu sebagairnana dimaksud dalam
huraf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama
Daerah belumi memberikan persetujuan, permchonan
tersebut  dianggap telah memperolehr  Persetujuan

DPRI.



(2)

(2)

(3)

(1)
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Palam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi
kerja sama daerah sebagaimana dimnaksud pada ayat (1)
huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan
untuk melakukan pengkajian rancangan PKS
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Persetujuan DPRD terhadap  rancangan PKS

‘ditandatangan: oleh pimpinan DFRD.

Dalam hal setelah jangka waktu 45 {empat puluh lima)
hari  DPRD  belum menetapkan sikap terhadap
permohonan schagaimana  dimaksud pada ayat (3},
permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan

DPRD.

Pasal 13

Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf { dilakukan oleh Peranglkat Daerah Pemrakarsa
Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.

Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan
pakar/tenaga ahli.

Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayaz
(1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya
dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihiak terkait.
Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh
para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan

naskah PKS.

Pasal 14

Ferandatanganan PKS seba_gaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf g dilakukan oleh Kepala Daecrak vang
bertindak untuk dan atas nama daerah.

Kepala Daerali  sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat
Daerah untuk menanda tangan: PKS,

Penerbitan  surat  kuasa  olelr Permngkar  Duaerah

sebagaimana dimeaksud pada avat (2}, ditembuskan



(1)

(2)

- 14 -

kepada Perangkat Daerah yang membidangl Kerja Sama
Daerah.

Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan
jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1
(satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk
Selcretariat TKKSD.

Pasal 15
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yvang
terdapat dalam PKS KSDD.
Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS
K5DD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} bertanggung
jawab atas pelaksanaan kerja sama.
Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Kepala Dacrah dapat melakukan
perubahan atas materi PKS KSDD.
Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi
dan/atau menambah/ addendum materi perjanjian. |
Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) disiapkan oleh Perangkat Daerah
Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan
TKKSD.
Dalam hal materi perubahan mengakibatkan
penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus

dimintaian persetujuan DPRD.

Pasal 16
Penatausahaan sebagaimana dihlék&;i_zd dalam Pasal 6
hﬁru_-f i dilakuken oieh TK.KSD‘ melalui  Fasilitas!
penyusunan, pembahasan dan  penandatanganan
dokumen KSDD.
TEKSID menyunpan 1 (satu} eksemplar dokumen asii

aaskah KSDD



(1)
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Pasal 17
Pérangkat Daerah Pemrakarsa KSDD kabupaten/kota
menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai
Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf j setiap semester.
Perangkat Daerah  Pemrakarsa KSDD provinsi
menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan
pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasa!l
6 huruf j setiap semester.
Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara
berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa
sebagaimana dimaksud pada avat {1} dan avat (2).
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) scbagai
bahan evaluasi yang dilakukan ecleh Menteri dan
Gubernur.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2}, paling sedikit memuat:
a. judul KSDD;
0. bentuk naskah KSDD;
c. para pihak;

d. maksud dan tujuan;

e. objek;

f. jangl{é waktu;

g. permasalahan,;

h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 18
Jika terjadi perselisthan dalam penvelenggaraan KSDD.
Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian
perselisinan secara musyawarah dan mufakat,
Dalam mengupayakan penyelesaian persefisihan secara
musvawaranh dan mufakat sebageimana dimaksud pada

ayat (1}, Perangkat Daerah yang melakukan KSDD



(4)

(1)

(2)

menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama vang
berkaitan dengan pelaksanaan kérja'sama.

Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dituangkan dalam berita acara hasil
musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh
daerah yvang melakukan KSDD.

Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Dacrah vang
melakukan KSDD.

Pasal 19

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian
perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten/kota
dalam 1 ~ {satu) provinsi, TKKSD kabupaien/kota
menvampaikan permohonan penyelesaian perselisihan
kepada TKKSD provinsi.

TKKSD provinst sebagaimana "dimaksud pada ayat (1)
melakukan penyelesaian perselisihan yang dituangkan
dalam  berita acara yang ditandatangani oleh

kabupaten/kota yang melakukan KSDI).

Pasal 20

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian
perselisihan KSDD yang dilakukair oleh TKKSD Provinsi,
Grubernar s=hagal Wakil Pemerintah Pusat
menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan
kepada Merniteri.

Mentert melakukan penyelesaian  perselisihan K830
sepagaimana  dimaksud pada ayat {1) berkoordinssi
dengan Kementerian,/Lembaga Teknis vang terkait.

Hasil penvelesaian p—ei‘seiisihan sebagaimane dimaksud
p':-_i.da &1}:’Fﬁ (2} ditetapkan dengan Kepumsazi Menter: vang

bersitat final dan mengikat daerah yang berselisih.

Pasal 21

»alam hal tidax lerjadt kesepakatan dalam

perselisinan KSDD yang dilakukan oleh:



(2)

(3)
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a. kerja sama antardaerah provinsi;

b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota dalam wilayahnya;

<

kerja sama antara daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan

d. kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah
provinsi yang berbeda,

daerah yang berselisih menyampaikan permohonan

penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.

Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD

sebagaimana dimaksud pada avat (1) berkoordinasi

dengan Kementerian/Lembaga t=knis yang terkait,

Hasil penyelesaian perselisihan scbagaimana dimaksud

pada ayat (2} ditetapkan dengan Keputusan Menteri vang

bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih

Bagtan Keenam

Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakarn

(1)

Pasal 22

Dalam hal Kerja Sama Wajib antardaerah
kabupaten/kota di dalam 1 (satu) wilayah provinsi tidak
dilaksanakan olelr kabupaten/ koté, Gubernur senagal
Wakil Pemerintah Pusat meclakukan pembinaan,
pengawasan dan evaluasi terhadap Daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal pembinaan, pengawasan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} telah dilakukan,
caerah kabupaten/kota tetap tidak melaksanakan Kerja
Sama Wajib, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
menyampaikan permohonan persetujuan Menteri/Pimpinan
Lembaga Pemerintahan Nonkementerian terkait untuk
meizkukan  pengambilalihan pelaksanaan Urusan
Pemenintahan vaneg dikerjasamalkear,

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melimpahnkain
pelaksanaan Urusan Pemerintahan vang dikerjasamakzn

epada Perangkat Daeralr Provins: sesuat dengan bidang
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tugasnya  setelah mendapatkan persetujuan  dari
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2}.

Pasal 23
Dalam hal Kerja Sama Wajib yang dilakukan oleh:
a. keria sama antardaerah provinsi;
b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota dalam wilayahnya;
¢. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
d. kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah
provinsi yang berbeda,
Menteri melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi
terhadap Daerah dimaksud.
Menteri dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan
evaluasi  sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
berkoordinasi dengan  Kementerian/Lembaga  Non
Kementerian terkait.
Dailam hal seteiah dilalkuken permbinaan, pengawasan
dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
Daerah tidak meiaksanakan Kerjei Sama Wajib, Menten
berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis
terkait wuntulr pengambilalihan peiaksanaan  Urasan

Pemerintahan yvang dikerjasamakan.

Bagian Ketujuh

Bantuan Pendanaan Kerja Sama Aniardaerah

_ Pasal 24
Kementerian/lembaga perasrintah nonkementerian dapat
memberikan  bantuan  dena kepada daerah untuk
meleksanakan Kerja Sama Wajib melalu  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sesuai  dengan
kemampuan keuangﬁan Negara.
Pemerintahh Daerah  dapat  memberikan  beantuan

pendanaan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan



(1)

(1)

(2)
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Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan
Urusan Pemerintahan yvang dikerjasamakan.

Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah
untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ili
KERJA SAMA DENGAN FIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

studi Kelayakan

Pasal 25
Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah
melakukan:
a. pemietaagn urusan pemerintahan sesuai potensi dan
karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
b. penyusunan  studi  kelayakain  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemetaan Urusan Pemerintahan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat
dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga,

KSDPK harus mementuthi kriteria:

a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada
sektor yang bersangkutan;

b. layak secara ekonomi dan finansial; dan

c. Pihak Ketiga yang 1:17161'.1gaj‘u1-kan prakarsa memiiiki
kemampuan keuangan untuk membnayal
pelaksanaan kerja sama.

Pihak Ketiga yvang menjadi pemrakarsa harus menvusun

studi kelayakan kerja sama vang diusulkan.



Pasal 27

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) paling sedikit memuat:

a.

.

oo

@

P

latar belakang;

dasar hukum;

maksud dan tujuan,

objek kerja sama;

kegiatan yang akan dilaksanakan;
jangka waktu,

analisis manfaat dan biaya; dan

kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kedua

Tahapan Kerja Sama

Pasal 28
Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
persiapan,
penawaran;

o

£

i}

'.-_T

(1)

penyusunan Kesepakatan Bersama,
penandatanganan Kesepalkatan Bersama,;
persetujuan DPRD;

penyusunan Kontrak atau PKS;
pernandatanganan Kontrak atau PKS;
pelaksanaan;

penatausahaan; dan

pelaporan.

Pasal 29

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
a dilakukan oleh Perangkat Daerar Pemrakarsa KSDPK
dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan
hasil Pemetaan U rusan Pemerintahar  yang akan
riikerjasarnakan sebagaimena dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2

Kerangka acuarn kerja sehagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling sedikit memuat:
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N

latar belakang;

=)

maksud dan tujuan;

lokasi KSDPK;

o o

ruang lingkup;

e. jangka waktu;

f. manfaat;

g, analisis dampak sosiai dan lingkungan atau sesuai
bidang yang dikerjasamakan; dan

h. pembiayaan.

Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan

kerangka acuan kerja sebagaimana__ dimaksud pada ayat

{1) kepada TKKSD.

TKKED melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {2, dengan

pertimbangan:

a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana
strategis sektor terkait;

b. kesesuaian iokasi Program/Kegiatan dengan Rencana

- Tata Ruang Wilayah,

c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;

a. keiayakén biaya dan manfaatnva; dan

e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4]

disamipaiken  kembali  kepada  Perangkat Daerah

Pemrakarsa KSDPK,

Pasal 30

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 haruf
b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikar surat
penawaran rencana KSDPK untuk .ditar‘d,atangani Kepala
Daerah.

N '-.ﬁat pe nawaﬁm rencana SEDRDFK yang  telah
ditandatangani Kepala Dacrah disampaikan kepads
Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan

kerengke acuan kerija.,
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Delam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhti
syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra
dengan mempertimbangkan:

a. bonafiditas;

b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
¢. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan

KSDPK.

Pasal 31

Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji

oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.

Pengkajian  atas  penawaran KSDPK  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan

paling sedikit:

a. kesesuaian  rencana KSDPK  dengan  Rencana
FPembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana
strategis sektlor terkait;

h. kesesuaian lokasi programf keg'i.ata.n dengan Rencana
Tata Ruang Wilavah;

c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;

d. kelayakan biaya dan manfaatnya;

€. dampak terhadap pembangunan Daerah;

f. bonafiditas calon mitra KSDPK; |

g, pengalaman calon ritra KSDPK di bidang yvang akan
dikerjasamakan; dan

h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan

prograv/kegiatan KSDPK,

Pasal 32

Pe.njrt.ls.t.man Kesepakatan Bersama sehagaimana
dimaksiad dalam Pasal 28 huruf ¢ dilakukan cleh TKKSD
yarng cibahas dengan Pihak Ketiga.

Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah
disepakati oleh Para Pihak, selaniutnva dilakukan
pe.‘:ahdaiangenan naskah Két‘sepakatgm Bersama.

Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebsgaimana
dimalksud pada ayvat {2} paling lama 5 {lima} tahun dan

dapat diperpargang sesual kesepakatan para pinak,
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Pasal 33

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan cleh Kepala

Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 34
Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 hurul e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang
membenani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan
KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran
berjalan.
Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama
menyilapkan Surat permchonan Persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud pada avat (1).
Surat .permohonan Persetujuan DPRD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} harus melampirkan;
a. Kesevakatan Bersama yang telah ditandatarigani;
h. rencangan PKS; dan '
c. profil perusahaan mitra kerja sama.
Komist DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah
menyampaikan rencana KSDPK schagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh
persetuyjuan dalam sidang paripurna.
Persetujuan DPRD dituangken dalam surat DI pinan
DPRD.
Dalam ha! setelah jangka waktu 4% (empaf puluh lima
hari DPR belum menetapkan sikap  terhadap
permohonan  sebagaimana  dimaksud pada avat {3),
permohonan dianggap telah mempeioleh persetujuarn

DPRD.

Fasal 36
Penyusunan kenoalk ataa PES schagaimana dimaksud
daiam Pasal 28 huruf [ dilakukan oleh Perangkat Dasran

Pemrakarsa Kerja Sama.
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Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga
ahli.

Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas
dengan Pihak Ketiga.

Kontrak . atay PKS KSDPK yang teleah disepakatl

ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 36

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dilakukan cleh Kepala
Daerah dan pimpinan Pihak Ketiga.

Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan
kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada avat (1)
kenmada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau
Peiabat wvang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari

Kepala Daerah.

Pasal 37
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 28
huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen vang
diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi
kentrak atau PKS KSDPXK berdasarkan kesepakatan para
pihak.
Perubahian  atas meaiert kontrak atau  PKS  K3DPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat berupa
mengurang dan/atau menamhéh /addendum materi
kentrak atau PKS.
Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama
dan berkoordinasi dengan TKKSD.
alamm  hal  materi  perubahan  menyzsbabkan atau
mengakibatkan  penambahan perubebanan kepads
masyaraket dan daerah, perubahar harus mendapatkan

persetujuan DPRID.
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Pasal 38
Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
hurof i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi
penyusunan, pembahasan dan  penandatanganan
dokumen KSDPK.
TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli

naskah KSDPEK.

Pasal 39
Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK kabupaten/kota
menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai
Pelaporan pelaksanaan KSDPK scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf j setiap semester.
Perangkat  Dacrah  Pemrakarsa  KSDPK  provinsi
menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan
peleksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud daiam Pasai
28 huinaf i setiap semester,
Bupatl/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara
bcrjenjaﬁg atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa
sehagairgana dimaksud para ayat (1} dan ayat (2).
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada avat {3} sebagai
bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan
Gubermar.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2, paling sedikit memuat :
a. judul KSDPK;
0. bentuk naskah KSDPK;
o, para.p:hak;
d. maksud dan tujean;
e, objek; |
t.  jangka waktu:
g. permasalahen;
h. upaya penyelesatan permmasalanan; dan

t. hal lainnya yang disepakat:.
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BAB IV
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 40

Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan
KSDD dan KSDPK terdiri atas:
a. komparisi;
b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
c. konsideran;
d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:

1. maksud dan tujuan;

2. objek Kesepakatan Bersama,;

3. ruang lingkup;

4. pelaksanaan,

5. jangka waktu;

€. surat-menyurat; dan

7. lain-lain.
e. penutup.
Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 41
Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK
terdiri atas:
a. komparisi;
b. para pihak;
c. konsideran:
d. isi PKS, paling sedikit memuat;

1. maksud dan tujuan:

2. objek;

S, ruang lingkuag;

4. pelaksanaan;

5. hak dan kewajiban para pihak;
6. pembiayaar,

7. jangka wakituy
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8. penyelesaiaan perselisihan;

9. keadaan kahar; dan

10. pengékhiran kerja sama.
€. penutup.
Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri
atas:
a. komparisi;
b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
c. premis/recital;
d. konsideran;
e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:

1. latar beiakang;

2. maksud dan tujuan;

3. lokasi Sinergi;

4. objek Sinergi;

5. ruang lingkup;

6. tugas dan tanggungjawab;
7. wpelaksanaar;

8. jangka waktu;

9. pembiayaan; dan

10. lain-lain.
{. penutup.
Format Naskah Nota Kesepakatan  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran veng merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menter: ini

Pasal 42
Naslah Kesepakaian Sersama KSDD ditandatangan oleh
Kepala Daecrah dan mencentumkan Lambang Garuda

pada bagian &tas.
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Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang
diberikan fuasa  oleh Kepala  Daerah  untuk
menandatangani dan mencantumkan lambang daerah
pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan
lambang daerah miira pada bagian atas di sebelah kiri.

Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua),
lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian
atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra
pada bagian atas di sebkelah kiri disesuaikan dengan

ruang pada bagian atas naskah PKS.

Pasal 44
Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani
oleh Kepala Daerah menggunakan lambang daerah dan
loge Pihak Ketiga.
Naskalh Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani peiabeat
vang diberikan kuasa oleli Kepala Daerah untuk
menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo

Pihak Ketiga.

BAB V
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian kesatu

Umumn

Fasal 45

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Kepala Dacrah

dapat menefapkai:

.
b.

TKKSD; dan

Bekretariat Kerja Sama.
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Bazian Kedua

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 46

Kepala Daerah menetapkan TKKSD dengan keputusan

Kepala Daerah.

TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

da.

G

menylapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama
Daerah.

menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;

memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK
dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

menylapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK
dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerinteh
Daerah;

menilai  proposal, studi kelayakan dan kerangka
acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari
pemrakaisa,

menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS,
kontrak Kerja Sarna, dokumen KSDD dan KSDPK
lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan
Rencana Kerja;

rnemberikan rekomendasi klepada Kepala Daerah
untuk menandatangani Kesepakaian Bersama, PKS,
kontrak Kerja Sama, dokumen XKSDD dan KSDPK
serra Nota Kesepakatan Sinergi;

mengoordinasikan dalam rangka persiapan  dan
pelaksanaan  kerj a sarma serta penyelosaian
permasalahan, perselisihan, dzinf atau sengkeia yang
timbul dalam pelaksanaan K3DD, KSDPX dgn Sinergi
antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Daerah:
memiasiiitasi proséa nersettjuanr DPRD  terhadap
1‘61’].6&].]6.1 KsDib, | KSDPK  dan Binergli  antara
Pemerintahh Pusat dan Pemerintah Daerah wvang

membebani masyarakat dan dasrah: dan



(3)

(3)
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j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan
pelaksanaan KSDD, XSDPK serta Sinergl  antara
Pemerintah Pusat dan Pemeriniah Daerah.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j

disampaikan kepada Kepala Daersh dan dilaporkan

secara  berjenjang sesual  Retentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 47

TKKSD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

beranggotakan:

a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat
oleh Sekretaris Daerah;

b. 1 (satu} orang Wakil Ketua, yang sccara ex-officio
dijabat oleh Asisten Sekretaris  Daerah yang
membicdangl Kerja Sama Daerah;

¢. 1 {satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat
olenh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja
Sama Daerah; dan

d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai
dengan kebutuhan.

Dalam bal diperlukan tenaga teknis dan tenaga

profesidnal, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan

tenaga profesional.

Pasal 48
TEKSD  dalam  melaksanakarr  tugas dan  fungsi
melakukan rapat pleno dan rapar teknis.
Rapat plene sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan forum fertinggi TKKSD, yang dilsksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalany 1 {satid tahun.
Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada avatr (1]
dilaksanakan urituk:
a. menctapkan rencana  kehijakan  yang  berkaitan
dengan perencanaan dan/atau pelaksenaan  keria
sama daerah; '

b. menetapkan progrem kerja TKKSD; dan



(4)

¢. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah yang
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta
penyelesaian  permasalahan dan/atau perselisihan
kerja sama daerah.

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) dan

ayat {3) dipimpin oleh Ketua TKKSD,

Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada

ayat {4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil

Ketua TKKSD.

Pasal 49

Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat

{1} merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin unuuk

mermbahas rencana kerja sama daerat, penyusunan dan

perancangan dokumen kerna sama daerah, dan
peryelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan
kerja sama daerah.

Rapat teknijs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan setiap saat sesuail dengan kebutuhan.

Rapat fcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

diiaksanalen untuk:

a. melaksanakan pémbdhasan, | penvusunan  dan
perancangan dokumen kerja sama daeral, meliputi
Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan
dokumen Kerja Sama Daerah lainnva;

b, menyvusun grogram kerja TKKSD:

c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui
Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan

dibahas dalam rapat plenoe; dan

{L

membertkan  rvekomendasi  kepada Ketua TKKSD
terkalt naskahn Kesepakatan Bersama, PKS, kentralk
kerja sama, dan dokumen  Keria Sama Daerah

lainnya vang akan ditandatanganri oleh Kepala Dasrah
T

dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa

sesual ketentuan peraturan perundang-undangar.



(3)

(1)
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Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayvat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh
seluruh anggota.

Dalam. hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh

salah secrang anggota tetap

Bagian Ketiga

Sekretariat Kerja Sama

Pasal 50

Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama

dalam penyelenggaraan KSDD.

sSekretariat Kerja.Sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diventuk untuk melaksanakan Kerja Samsa Wajib

dengan ketentuan:

a. dilakukan secara terus-menerus;

b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua)
daerah  dan/atau  objek  kerja sama yang
dikerjasamakan lebih dari 2 {dua} objek; dan

c. jangka waktu keria sama paling singkat 5 (lima)
tahun.

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (-}, bukan Perangkat Daerah dan Dbertugas

memiesilitast Perangkat Daerah dalam melaksanakan

KSDD

Pembentukan Sekretarviat Keria Sama dia‘tw,w_xr" dengarn

Kesepakatan Bersame yang ditandatangani olel: Kzpala

[aerah yang bekecjasama.

Paszsal 31
Sekretariaf Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3} bertugas:
a. membantu meiakukan pengelolaan, monitoring dan

evaluas: alas pelaksanaarn kerja sams;



(1)

2)

b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala
Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah
yang ha_rus dilakukan apabila ada permasalahan; dan

c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah
masing-masing.

Pendanaan pelaksanaan tugas Sckretariat Kerja Sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja cdaerah masing-masing

daerah melalui mekanisme hibah.

BAB VI
DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 52
Dalam hal pelaksanzan kerja sama yang membuluhkan
dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, dilaksanakan dalam hentuk Singrgi sesual
keteri*uan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Sinergi Sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat
{1} dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. penawaran Sinergi;
c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
d. persetujuan DPRD; |
e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana

Kera;

f.  pelaksanaan;

penatausahaan: dan

ta

h. pelaporan.

3

Persiapan sebegamana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (&)
hurul a dilakukan oleh Perangkat Dacrah vang akan
melaksanakan Sinergi dengan menviapkan kerarigka
acuan kevja vang berkaitan dengan bidang vang di

sinergikan.
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Objek yang dis_in.&:rgil.{&n sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.
Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. objek Sinergi

d. lokasi Sinergi;

e. ruang lingkup;

f. pembiayaan;

g. jangka waktu; dan

h. manfaat.
Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun

Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 54
Penawaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 52 avat
(2) huru! b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan
surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh
Daerah.
Surat penawaran sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan
kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi,
dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
Kemerniterian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima
surat penawaran sebagaimana dimaksud pada avat (2),
memberikan tanggapan atas penawaran dalam wakiu
paling lama 306 (tiga puluhj hari terhitung sejak surat
renawaran diterima,
Apabila dalam waktu 30 (tga puluh) hari sejak surat
penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3! tidek
ada  tanggapan terhadap penawaran  Sinergl  vang
riiszmqf)ai.k.z':_l'}, Kepala  Dacraly  pemrakarsa  Sinergi
menyampaikan  permintaan  tanggapan  kedus  kepada

kementertan/lembaga calon mitra Sinera.



n

Pasal 535

Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2} huruf ¢
dilaksanakan oleh TKKSD.

Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
pembahasan dengan pihak terkait.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan

persetujuan.

Pasal 56
Persetusuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi
yang membebani masyarakat dar daerah dan/atau
peﬁdanaazl Sinergi belum teranggarkan dalam APBD
tahun anggaran berjalarn.
Ferangkat Daerah yang membidangi kerja sama
menyiapkan Suret permohonan Persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Surat »ermohonan Persetujuan DPRD  scbagaimana
dirnaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota
Kesepakatan dan rencana kerja. |
Komust DPRD vyang mf:'mbideing"i Kerja Sama Daerah
menyanpaikan rencana Sinergl sehagaimana dimaksud
ﬁada avat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh
perseltijuan dalam sidang paripurna.
Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan
DPRD.
Dalam bhal seteleh jangka waktu 45 (empat puluh lima]
hari  DPRD betum  menetapkan  sikap  terhadap
permohonarn sebagaimana dil'nél»:&:«-uﬂ Oadsa ayé.!, £3),
perrhohénsm dianggan telah mewapercleh  persetujuan
DPRD
Hasil persetujuan DPRD sebagarmena dimaksud pade

ayat {1) disarnpaikan kepada TKKSD,



(1)

(3)
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TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat {(7)
melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan
rencana kerja.

Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan nara pihak
yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
Nota Kesepakatan dan rencana kerja vyang telah
ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai

laporan.

Pasal 58

Dalam hal terjadi perubahan vyang menyebabkan atau

mengaxibatkan mengurangi den/atau menambah/addendum

terhadap rencana Sinergi vang membebam masyarakat dan

APBD, pengurangan dan penambahan pernbebanan tersebut

harus dimintakan persetujuan DPRD.

{1)

Pasal 59
Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
avat {2} huruf g fasilitasi penyi‘isunan, pembahasan dan
nenandatanganan Nota Kesepakai;an,'.c_i]'.]_aksanakan oleh
TKKSD. |
Sekretariat TKKSD menyimpan 1 {satu) eksemplar

dokuimen asli naskal, KSDO,

Pasal 60

TKKSP  melaporkan  pelaksanaan  Sinergi  kepada
Bupati; Wall Kota setiap 6 (enarﬁ} bulan sekali,
Bupati/Wal:  Kota melaporkan pelaksanaan Sinerg
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur
Schaga: Wakil Pemeriniah Pusat pading sediikit 1 (satu)
gall datam 1 (satu) tahun.

CGubernur sebagat walkil Pemerintah Pusat melaporkan

pelaksanaan Sinergl sebagaimanes dirnaksud pada avat
2 s Y



(2} kepads Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

bahan evaluasi Sinergi.

BAB Vil
KETENTUAN LAIN

Fasal 61
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat dalam rangka penyelenggaraar: Kerja Sama
Daerah, sepanjeng tidalkx diatur secara Kkhusus dalam
kelentuan peraturan perundang-undangan vang mengarar

mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62
Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten/kota veng telah
menyusun KSDD dalam tahapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 hurmf d dan KSDPK dalam tehapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dan/aiau
Sinergl dalam tanapaa sebagaimana dimakstd dalam Pasal
52 ayat (2) harus menvesuaikan ketentuan Peraturan Menteri
i paling lama 6 {enam) bula terhiting sejak Peraturan

Menteri ini diundangkan,

BAR {X
KETENTUAN PENU Tay

Pasal ©3
Pada saat Peratucan Mernteri ind mulal herlaku:

a. Pﬁraturan I\f{enteri palam Negeri NMomor 69 Tahun 2007

Lerrdng, Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
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b. Peraturan Mer.teri .Da].a.m Negeri Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Kerjasama
Daerah;

¢. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
tentang Pstunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja
Sama Antardaerah; dan

€. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah, sepanjang menyangkut pengaturan tentang Surat
Perjanjian dan Nota Kesepakatan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkari.



-39 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 371

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

st




<) =

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA, STRUKTUR PERJANJIAN KERJA SAMA, DAN
NOTA KESEPAKATAN SINERGI

A.FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA
1. Kesepakatan Bersama KSDD

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH .........
DAN
PEMERINTAH DAERAH ..............
TENTANG
NOMOR : ......cccevuee
Pada bari 00c.aes ] | COREER  uunneisess bulan ................ Tahun
............................... (-+=..=....), kami yang bertandatangan di bawah ini :
T ! ..., berkedudukan di.......... TS -1 o WRR— , dalam
(nama tanpa gelar) hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah....... ,selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
T ——— ! ...., berkedudukan di ...... ,Jdalan ........eeeeeenns dalam
.. (nama tanpa gelar) hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daeraby. ..covsis ,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
. T dst
R S | U dst
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan

Kesepakatan Bersama......... , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
...................... P-a i
dan seterusnya
"""""" Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ......... pada
hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap...(.......... ) bermaterai cukup, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU
Tandatangan dan Stempel Tandatangan dan Stempel

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)
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2. Kesepakatan Bersama KSDPK

Logo Pihak Ketiga Lambang Daerah
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH .....cooiiiiiiiiiiiiiiieae
DAN
TENTANG
NOMOR : ...............
Pada hari ini, ... , tanggal ... bulan ...l tahun |
............................ (c.m..m....), kami yang bertandatangan di bawah ini :
T e berkedudukan di .......... Jjalan.................. ,
...... (nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah ......... , selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
| L e berkedudukan di ...ocoooivinnnen , berdasarkan
...... (nama tanpa Uela_r) Anggaran Dasar PT ........... yang dibuat di hadapan
Notaris......, yang telah disahkan oleh Menteri......,
berdasarkan Keputusan Nomor....., dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT ... ,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam |

Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PTHAIL,
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

ORI dst
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing,
PARA PIHAK setuju dar sepakat untuk melaksanakan Kescpakatan DBersama
................... , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal ...
dan seterusnya
Demikian Kesepakaten Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ...............
pada harl dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.......... ) bermaterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU
Tandatangan dan Stempel Tandatangan dan Stempel

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)
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B. FORMAT PKS
1. PKS KSDD

Lambang Daerah Lambang Daerah
PKS
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH ..........
DAN
PEMERINTAH DAERAH ..............
TENTANG
NOMOR : ...............

Pada hari ini, ........... , tanggal ...l bulan ... tahun
............................ {-.-..-...), kami yang bertandatangan di bawah ini :
| I ..., berkedudukan di....... , Jalan.....,
........ {(nama tanpa gelar) berdasarkan surat kuasa khusus

Gubernur/Bupati/ WaliKota*..............coee., ,

Nomor............ tanggal ........ , dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Daerah ..........cc...... , selanjutnya disebut

PIHAK KESATU.
e T , berkedudukan di ...... jalan ...,berdasakan
........ (nama tanpa gelar) surat Kuasa Khusus Gubernur....... Nomor.....

Tanggal..... dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Daerah.......

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS
1 disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal &,ebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan
PKS...., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ..
dan seterusnya
Demikian PKS i dibuat dan ditandatangani di ............... pada hari dan
tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... {.......... ) bermaterai cukup, masing-
masing mempunyal kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)
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KONTRAK/PKS KSDPK

Logo Pihak Ketiga Lambang Daerah
KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH .........
DAN
PT. o,
TENTANG
NOMOR : ...............
Pada hari ini, ........... , tanggal ...l bulan ................ tahun
............................. (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :
U S , berkedudukan di ..... Jalan ........ ,
....... (nama tanpa gelar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Gubernur/Bupati/WaliKota*...............
Nomor............... Tanggal ... ,

dalam hal! ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Daerah

...................... , selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

1 O s , berkedudukan di

....... {nama tanpa gelar) rereneeJdalan. . berdasarkan
Anggaran Dasar PT .......... yang
dibuat di hadapan Notaris .............
yang telah disahkan oleh Menten
.......... berdasarkan Keputusan Nomor
............ , dalam hal ini Dbertindak
untuk dan atas nama PT ............. ,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnyva secara bersama-sama
dalam Kontrak/PKS* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

e dst
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Kontrak/PKS* ............ , dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal ..
dan seterusnya
Demikian Kontrak/PKS* ini dibuat dan ditandatangani di ...... pada
hart dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.......... } bermaterai
cukup, masing-masing mempurnyai kekuatan hukum yang sama.
PITHAK KEDUA, PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan

....................................................................................

nama tanpa gelar nama tanpa gelar
pa g \




- 44 -

C. Contoh Format Nota Kesepakatan Sinergi

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL ..........
DAN
PEMERINTAH DAERAH ..............
TENTANG
NOMOR : .....ccevueneen
Pada hari ini, ........... 5 RER] oviiinininin bulan ................ tahun
............................... “eemiees), kanu yang bertandatangan di bawah ini :
T S—— ,berkedudukan di...., jalan ...... .
....... (nama tanpa gelar) dalam hal ini bertmdak untuk dan
atas nama Kementerian .................
selanjutnya disebut PIHAK KESATU
| (R N i ,berkedudukan di....... ,Jalan ....,
....... (nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Daerah ..........

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-

sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

R O dst
. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan............ ,dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di ............... pada hari
dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.......... ) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan huk'u_m yang sama.
PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan
(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar)
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Pemnbinedltar
P -aaiz 199603 1001
w\




